“OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENANGANI PRODUSEN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DALAM
RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”

(Studi di Polresta Madiun)

SKRIPSI
Disusun Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-syarat untuk Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam IImu Hukum

Disusun Oleh :

Vinaricha Sucika Wiba
0610113233

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010



LEMBAR PERSETUJUAN

Optimalisasi Peran POLRI dalam Menangani Produseg yidak
Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Meikaimer
Perlindungan Terhadap Konsumen
( Studi di Polresta Madiun )

Disusun oleh :

VINARICHA SUCIKA WIBA
NIM. 0610113233

Disetujui pada tanggal :  Januari 2010

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Eni Harjati, S.H., M.H. Abdul Madjid, S.H., M.u

NIP. 19590406 198601 2 001 NIP. 19590126 19870a11 O
Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENANGANI PRODUSEN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DALAM
RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

( Studi di Polresta Madiun )
Disusun oleh :

VINARICHA SUCIKA WIBA
NIM. 0610113233
Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbinggpanggal :

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,
Eni Harjati, S.H., M.H. Abdul Madjid, S.H., M.u
NIP. 19590406 198601 2 001 NIP. 19590126 19870011 O
Ketua Majelis Penguiji, Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Dr. | Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H  Setiawdaerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 19540925 198003 1 002 NIP. 1940698903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadiratahuffang Maha Kuasa
yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiadé hingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis sampailepada ayah dan
mama selaku orang tua yang telah berjasa membesdakamemberi dukungan
sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan IEskuHukum

Universitas Brawijaya.

2. Bapak Setiawan Noerdayasakti , SH.,MH. selaku K&agian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3. Ibu Eny Harjati, SH.,MH., selaku Pembimbing I, atasnbingan dan

kesabarannya dalam memberikan arahan untuk meaikasskripsi ini.

4. Bapak Abdul Madjid, S.H.,MHum., selaku Pembimbing, latas
bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan daivasioya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Kakak-kakak saya yang semuanya senantiasa membelikaingan bagi

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman Angkatan 2006 khususnya Eni, Wenirap,Mahdi, Nidji,

Tini dan Aik yang selalu memberi dukungan, motiyasiau menjadi



teman diskusi, dan mau mendengar keluh kesah pgersdiama

menyelesaikan skripsi ini.

7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selgsaskripsi ini, yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dateksempurna, sehingga
masukan dan kritik akan selalu penulis harapkaankumtemperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besgikgalalam proses
pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalatak yang disengaja maupun
yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalalzadditberkenan

menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar PErSEtUJUAIN ..........c.ooiiiiiiiiiiiccceeee e eeereeeesae s s e e e s e e e e e e e e e e e eenennnns [
Lembar PENQESANAN .........cccooiiiiiiiiiiiceeeeemneii e se s e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeneennnnes i
6 1= B =T 0 = g | = U i
D=1 =T £ PRSP %
Daftar LAMPITAN .....ueiiieeeeeeeiiieeeeeieeemmmnsaeaaseeeaeaeaaaaeesssessssnsnnnnnnnnsasnans viii
ADSITBKSI «vetiieeeeeie et e e ee bbbttt ettt e e e e e e ae st IX

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar BelaKang ............uuoiiiies o s s eeseeeaeeeeaaseasennnsens 1
B. Rumusan Masalah ..............ccoouiiiieeseeccciiiiiiiiiiieeeeeee 7
C. Tujuan Penelitian ...........cccceiorsiiiieeimmmmiiae i eeeeeeeeeeeeeeeennnnns 7
D. Manfaat Penelitian .........ccc...uueiiiiimmce o 7
E. Sistematika Penulisan .............ooooiimeeceee e 9
BAB |l TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum OptimaliSasi .........cccoevvvimeeeeeeerrnnnns 11
B. Polri

1. Tugas dan Wewenang Polri .............cocveiiiinnine 11
C. Produsen

1. Pengertian Pelaku Usaha (Produsen)......................

2. Hak dan Kewajiban Produsen.............cccceeeeeeeennn. 20
D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Komsa................cc...ovveee. 22



2. Hukum Perlindungan Konsumen.............ccccceeev..... 23
3. Pengertian KONSUMEN.........coovvvvivviiiiiiieieeeeeeeeeeeeee, 24

4. Hak dan Kewajiban Konsumen...............ccccceeeennn. 26

BAB Il METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan .............ooeeeiie i, 29

B. Lokasi penelitian................oooi i ... 29

C. JeNIS Data.....c..oooiiiiiiiiiii ittt 31
D. Sumber Data............ccooiiiiiiiiiiiiieeeeeeiii e 31
E. Teknik Pengumpulan Data ..............coooviiiinnnnn. 32

F. Populasi dan Sampel...........ccooooii i 34

G. Teknik AnalisisData .......ccccoiviiiiieiiiiaiiieeienn .34

H. Definisi Operasional Variabel.............cccceiiiiiiiiiinnnnnn. 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Peran POLRI dalam Menangani Prodysemg
Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka
Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen ( Studi d
Polresta Madiun )
A. Gambaran Umum Penelitian...............cc.ccoiiiiieenn e 30

1. Lokasi Tempat Penelitian................cccoeevie e, 30

2. Struktur Organisasi Tempat Penelitian..............38

B. Realita KasusS.......coovvviiii i AT

Vi



C. Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Predugsang
Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam rangka
Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen............ 48

D. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Polri mala
Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal
Kadaluarsa dalam rangka Memberikan Perlindungahaliap
KONSUMEN......cooiiiiiiiiiii 58

E. Faktor Pendukung Optimalisasi Peran Polri dalam
Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal

Kadaluarsa dalam rangka Memberikan Perlindungahatiap

N0 1] 0111 1 60
BAB V PENUTUP

A. KeSImpulan ..o i 63

B. SaAIAN ..ot e e e e e 65
Daftar PUSTAKA. .. ... oo e e e e e e e e 66

vii



ABSTRAKSI

VINARICHA SUCIKA WIBA, Hukum Pidana, Fakultas HukunWniversitas
Brawijaya, Januari 201@ptimalisasi peran POLRI dalam menangani produsen
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap konsumen ( Studi di Polresta Madiun ), Eni Harjati, S.H,
M.H.; Abdul Madjid, S.H, M.Hum.

Penulisan ini dilatarbelakangi karena kurang opiiye peran Polri dalam
menangani produsen yang tidak mencantumkan targgiluarsa, dimana hal
tersebut merugikan konsumen. Produk makanan yadgk tiada tanggal
kadaluarsanya melanggar Undang-Undang Perlindugarsumen Nomor 8
Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf g. Bagi produsemy yaelanggar akan
mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada Uitdlzaleng Perlindungan
konsumen Pasal 62 ayat 1. Tujuan dalam penulisayaitu mengidentifikasi,
mendeskripsikan, dan menganalisis optimalisasi rpeRolri serta faktor
penghambat dan pendukung optimalisasi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah empirik dengan metodadpkatan yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk rk&ngelaksanaan undang-
undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan ukoes, sedangkan
pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji korap masyarakat,
khususnya terhadap kasus produsen yang tidak mentdgan tanggal
kadaluarsa.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Polri terbuldak optimal. Hal
tersebut dapat ditunjukkan dengan masih adanyaupeod makanan yang
melakukan pelanggaran dan belum ditindak oleh pikegolisian dan Dinas-
Dinas yang terkait. Penyebab terjadinya permasalahalapat dilihat dari faktor
penghambat dan pendukung optimalisasi peran Pe#aktor penghambatnya
antara lain tidak adanya pengawas khusus dari dépélisian untuk mengawasi
produsen yang melakukan kesalahan, Jumlah reskang ynanya 57 orang
dianggap tidak cukup, inspeksi mendadak yang ddakwleh pihak kepolisian
dengan dinas-dinas pemerintah hanya pada waktuit@kentu, keuangan yang
kurang untuk melaksanakan pengawasan dan sossli&sember Daya Manusia
produsen yang hanya lulusan SMP atau SMA. Dan rfg¢adukungnya adalah
adanya kerjasama yang diadakan polisi dengan dinas- pemerintah lain,
Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang leta@ju dibandingkan dengan
penerimaan kepolisian yang dulu.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaikpyek kepolisian
memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada mmémanggulagi produsen
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, agayauolri dapat lebih
optimal ke depannya.

viii



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapatipcyderhatian
karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakayarakat, bukan saja
masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat,nnaelaku usaha juga
mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindyumgasing-masing ada hak
dan kewajibart.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentimgarusia, oleh
karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didumituk dapat
mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumenlahdanewujudkan
hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain meaplketerkaitan dan
saling ketergantungan antara konsumen, pengusahgetnerintaf.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nrehgey unsur
keterbukaan akses dan informasi, serta menjamiaskie;
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya kkgpentingan
seluruh pelaku usaha;
Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
Memberikan perlindungan kepada konsumen dari prakiaha yang
menipu dan menyesatkan;

e. Memadukan penyelenggaran, pengembangan dan peargatntindungan
konsumen dengan bidang-bidang perlindungan padagitidang lair.

e o

Pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkatigakiatkan

kebutuhan masyarakat setiap tahun juga semakinngieati Namun masyarakat

! Celina Tri Siwi Kristiyantiti ukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika,2008,hal. 1.
2 Nasution Al,Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1945, hal. 19.
% Erman Rajagukguld ukum Perlindungan Konsumen, bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 7.



sebagai konsumen seringkali dirugikan oleh paralysen. Padahal seharusnya
masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepuasagoratiuk yang dibeli
oleh mereka. Karena banyaknya konsumen yang dangikeh produsen, maka
dari itu dibuatlah Undang-Undang tentang Perlindundg{onsumen Nomor 8
tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK untuk mdelgi hak-hak para
konsumen.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segalaawmyg menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlinduriggpada konsumen.
Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggatanggaran yang
merugikan para konsumen. Beberapa contohnya ada&hnan kadaluarsa yang
kini banyak beredar seperti di Kota Bima, Nusatemgg Puluhan produk
makanan dan minuman kadaluarsa kembali disita gttmungan. Mereka dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagg Bima, Kepolisian, dan
Dinas Kesehatan (Dikes). Produk-produk kadaluaradapdasarnya sangat
berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dartebakang akhirnya bisa
menyebabkan keracunén.

Ada juga kasus tentang ikan, tahu, dan mie basaly yaengandung
formalin dan boraks juga banyak beredar contohmy2efdok, penggunaan bahan
pengawet berbahaya untuk produksi makanan tefJadsangka di tangkap tim
gabungan dari Mapolrestro Depok dan Balai Pengaw&iaat dan Makanan
(BPOM) Jakarta, menyita 15 liter formalin dari sabupabrik tahu di Limo,
Depok. Padahal kedua jenis cairan kimia ini sandegrbahaya jika

dikontaminasikan dengan bahan makanan, ditambahjikegbahan makanan

* http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-petlingan-konsumen. Diakses tanggal 1
September 2009.



yang sudah terkontaminasi dengan formalin dan Isaelsebut dikonsumsi terus-
menerus akibat ketidaktahuan konsumen maka kenmangkiesar yang terjadi
adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhidgat memperpendek usia
hidup atau menyebabkan kematian.

Selain itu daging sisa atau bekas dari hotel aémtioran yang diolah
kembali, beberapa waktu lalu publik digemparkangdenisu mengenai daging
bekas hotel dan restoran yang diolah kembali ateendl dengan sebutan daging
limbah atau daging sampah. Salah satu kasus ted&gigg sampah ini terjadi di
Cengkareng, Jakarta Barat telah ditemukan dan gkitgn seorang pelaku
pengolahan daging sampah.

Ada lagi tentang kasus Produk susu China yang nmelugeg melamin.
Susu dari China yang mengandung melamin salah yeatterjadi di Jakarta.
Pemerintah bekerjasama dengan BPOM dan Departemaseh&tan untuk
mengumumkan susu import dari China yang menganchetgmin antar lain susu
bubuk merek Guozhen yang dipasarkan lewat mullilmaketing (MLM), Oreo
Wafer Stick kemasan plastik dan kardus, kembang B&M’'S kemasan kuning
dan cokelat, biskuit Snickers, kembang gula Whigblbbit kemasan biru dan
merah, dan empat jenis Soybean Drink With Milk kearahijau, kuning, serta
soyspring instant milk Cereal, soyspring instarariRe Milk. Ada beberapa jenis
susu yang mengandung melamin belum ditemukan gasgu fermentasi Jinwei
Yougoo, dua eskrim Meliji Indoeskrim Gold Monas, Cbiate Sandwich Cookie
Oreo, tiga kembang gula Dove Choc, kembang gulaywemas, kembang gula

Penguin, makanan ibu hamil dan menyusui Nestle iNe®faterna, selai susu

® I bid.
® I bid.



Nestle Milkmaid. Zat melamin itu sendiri merupakaat yang biasa digunakan
dalam pembuatan perabotan rumah tangga dan plakstikun jika zat melamin
ini dicampurkan dengan susu maka secara otomaten akeningkatkan
kandungan protein pada susu. Walaupun demikiarinhablkan menguntungkan
para konsumen justru sebaliknya sangat merugikamsthknen. Kandungan
melamin yang ada pada susu ini menimbulkan efekps@myang sangat
berbahaya. Seperti munculnya penyakit gagal ginpglhkan tidak sedikit
konsumen yang mengkonsumsi meninggal dunia

Selain kasus pelanggaran-pelanggaran yang merugi@sumen di atas,
masih ada satu kasus lagi yaitu tentang produk naakdan minuman yang tidak
ada tanggal kadaluarsanya. Kasus ini terjadi ddgabkota di Indonesia yang
salah satunya adalah di Jakarta, Polda Metro Jakarfa sama dengan Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menggelar @moduk makanan
kadaluwarsa di sejumlah hypermarket. Tiga tempag yakunjungi adalah Makro
Kelapa Gading, Makro Pasar Rebo, dan Carrefour CEGpaka Mas. Di lokasi
ini, polisi menyita beberapa produk makanan sepeatiso dalam kemasan,
wasabi mayonais, daging sapi, ikan asin dan bebdgagpduk lain. Makanan itu
disita karena tidak mencantumkan tanggal kadalafaf§dak mencantumkan
tanggal kadaluarsa dapat membahayakan bagi konskanena konsumen tidak
akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya tersddamt kadaluarsa. Kasus
ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsetukirmencantumkan

tanggal kadaluarsa pada produk makanannya.

" 1bid.
8 http://www.detiknews.com/read/2009/08/20/13030882188/10/jelang-ramadan-polda-metro-
razia-makanan-kadaluwarsa. Diakses tanggal 30 Ag2§09.



Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut mungkiera kurangnya
pengawasan dari Pemerintah serta badan-badan hdaperti Kepolisian,
BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispeg)y; dan Dinas
Kesehatan (Dikes).

Dari beberapa kasus terhadap pelanggaran produseg merugikan
konsumen, saya akan meneliti tentang kasus prodakaman yang tidak ada
tanggal kadaluarsanya. Kasus tentang produk makgamag tidak ada tanggal
kadaluarsanya tidak hanya terjadi di Jakarta, seje¢api juga ditemukan di kota
Madiun, Jawa Timur. Di Madiun ada sebuah toko aki yang menjual
makanan tradisional khas Madiun yang tidak adagainkadaluarsanya. Padahal
sudah jelas produk makanan yang tidak ada tangagéléiarsanya melanggar
UUPK pasal 8 ayat 1 huruf g yang berisi :

“ (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atampeedagangkan barang
dan/atau jasa yang :

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataukgangaktu penggunaan
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.”

Jika produsen melanggar UUPK pasal 8 ayat 1 hartdrsebut, maka

mereka akan mendapatkan sanksi pidana yang terpapgatUUPK pasal 62 ayat
1 yang berisi :
“ (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sabagai dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pas®aba) 17 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidaeagdn pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling baR@ik2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).”

Namun produk makanan tersebut dapat dijual belgs tada penanganan

dari pihak-pihak yang berwajib. Pihak-pihak yangwagib untuk menangani



produk tanpa tanggal kadaluwarsa antara lain Ksgpolj BPOM, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), darasDKesehatan (Dikes).
Dinas-dinas tersebut saling bekerjasama untuk neenaenyita, dan menangkap
para produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadesa pada produk
makanan mereka.

Padahal dari hasil wawancara pra survey saya deKgan Bin Ops
Reserse kriminal yang disingkat menjadi (KBO ReskiKepolisian Resort Kota
(Polresta) Madiun, Polres Madiun telah menangkapajea pemasaran Carefour
terkait dengan kasus daging dan hati sapi yang tida tanggal kadaluwarsara.
Tetapi produsen makanan tradisional khas Madiuagaholeh-oleh yang tidak
mencantumkan kadaluarsa belum ditangkap oleh Pdltadiun. Maka dari
permasalahan di atas yang melatarbelakangi sayk uményusun skripsi yang
berjudul :

“ Optimalisasi peran POLRI dalam menangani produsgang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka m#abeperlindungan
terhadap konsumen”

( Studi di Polresta Madiun )

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusanalalasyang akan
diteliti adalah:

1. Bagaimana optimalisasi peran Polri dalam menangamgiusen yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka miaber

perlindungan terhadap konsumen?

° Wawancara dengan bapak Tri Hardjoko selaku KBCkfRas pada tanggal 30 Agustus 2009,
diolah.



2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung optinsaliparan Polri
dalam menangani produsen yang tidak mencantumkeyyahkadaluarsa
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koes?

C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi rpePalri dalam
menangani produsen yang tidak mencantumkan takggaluarsa dalam
rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghardbat pendukung
optimalisasi peran Polri dalam menangani produsengy tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka mikaber
perlindungan terhadap konsumen.

D. MANFAAT PENULISAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamiaat bagi banyak
pihak, diantaranya :

1. Secara Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsiilyang berarti untuk
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khusubnyahukum
pidana, yakni tentang optimalisasi peran Polri mlataenangani produsen
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalagkaamemberikan
perlindungan terhadap konsumen serta sekaligut gexselitian ini dapat

menjadi wawasan hukum bagi kalangan akademis unerkambah citra



empiris yang sangat dibutuhkan bagi pengembangémuan khususnya

di bidang hukum tentang perlindungan konsumen.

. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan bahwa produsen yardpk fi
mencantumkan tanggal kadaluarsa itu melanggar padaang
Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Agar mnghaikan
kesadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam mbkrmproduk makanan.
b. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang gerdgan konsumen
khususnya dalam hal produsen yang tidak mencantuntkaggal
kadaluarsa.

c. Bagi Produsen

Agar produsen mengerti bahwa setiap produk makayemy akan
diedarkan ke konsumen harus ada tanggal kadalyarsanena jika tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa, maka produseim telelanggar
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Bagi Polisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetattambahan untuk lebih
meningkatkan kinerja atau optimalisasi peran Pdhlam menangani
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaludatam rangka

memberikan perlindungan terhadap konsumen.



E. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenakigsi ini,
maka penulis membagi secara sistematis dalam labhadengan perincian:
BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, usam masalah, tujuan
penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika pEamul
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukudalam
mengerjakan penulisan dan proses pengolahan datguthtinjauan
umum optimalisasi, tugas dan wewenang Polri, pergeprodusen,
hak dan kewajiban produsen, pengertian perlindunkamsumen,
pengertian konsumen, hak-hak dan kewajiban konsumen
BAB Il METODE PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekagb@milihan lokasi,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data geangakan, sampel
dan responden, teknik analisa data serta defipesiasional variabel.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan tentang realita kasus y#&Egadi, gambaran
umum tentang Polri, hasil penelitian tentang oplisaai peran Polri
dalam menangani produsen yang tidak mencantumkayah kadaluarsa
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koesuserta faktor
penghambat dan pendukung optimalisasi peran Paland menangani
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaludatam rangka

memberikan perlindungan terhadap konsumen.
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Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan sassars sehubungan
dengan permasalahan yang akan diangkat dalam gamwlkripsi ini yang

diambil dari pembahasan secara k

BAB V PENUTUP
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Optimalisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata opsasatiiambil dari kata
optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangksmgoptimalan berati proses,
cara, perbuatan, pengoptimalan atau menjadikanghbéiik atau paling tingd?

Menurut Yuwono dan Abdullah bahwa optimalisasi baladari kata
optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atautiaggi, selanjutnya dijelaskan
bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkaari Pengertian optimalisasi
tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatam diamrahkan untuk mencapai
atau mendapatkan hasil yang terbaik.

Dari beberapa pengertian optimalisasi yang adaadi, anaka dapat kita
tarik kesimpulan bahwa optimalisasi adalah sesyatng dikerjakan secara
sungguh-sungguh untuk hasil yang sempurna.

B. POLRI
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (PLRI)

Di dalam KUHAP kepolisian di jelaskan ada 3 yaianpelidik, penyidik,
penyidik pembantu. Secara umum tugas dan wewen@id@gPyang diatur di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAé&a di dalam pasal
5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, dan pasRlatal 5 berisi :

“ (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pgsal 4
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen PemdidikaKebudayaan, Jakarta: Balai
Pustaka, 1996, hal. 705.

1 yuwono Trisno, Pius Abdullakamus Lengkap Bahasa | ndonesia, Surabaya: Arkola, 1994,
hal. 304.
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menerima laporan atau pengaduan dari seseorarangeatianya tindak
pidana;

mencari keterangan dan barang bukti;

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan mealary serta
memeriksa tanda pengenal diri;

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begtargjawab.

atas perintah penyidik dapat melakukan tindakaogzer

penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, perdgieln dan
penyitaan.

pemeriksaan dan penyitaan surat.

mengambil sidik jari dan memotret seorang.

membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporanil haelaksanaan

tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) hurdara b kepada
penyidik.”

Pasal 7 berisi :

“ (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasalaé @) huruf a karena

a.

o

I
J:

> @™o

kewajibannya mempunyai wewenang ;

menerima laporan atau pengaduan dari seorang te@danya tindak
pidana;

melakukan tindakan pertama pada saat di tempatikeja

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeaksta tpengenal diri
tersangka;

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledangpemldtaan;
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebi@gsangka atau
saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgdoumya dengan
pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan;

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begtargjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal & &p huruf b

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undangnyamgdi dasar
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tymdserada di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersedlandpasal 6 ayat
(1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimakalaindayat (1) dan

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukurang berlaku.”

Pasal 8 berisi :

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksa tindakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidakgumangi
ketentuan lain dalam undang-undang ini.
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(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepadanpgnumum.
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dima#alain ayat (2)
dilakukan :
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkandpetara;
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, p#nyitenyerahkan
tanggung jawab atas tersangka dan barang buktdegpenuntut umum.”
Pasal 9 berisi :

“ Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksu@mapasal 6 ayat (1)
huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masagjag pada umumnya
di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di adetdtuim masing-masing di mana
ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Pasal 11 menyatakan :

“ Penyidik pembantu mempunyai wewenang sepertebenisdalam pasal 7 ayat
(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberiklengan limpahan

wewenang dari penyidik.”

Pasal 12 berisi :

“ Penyidik pembantu membuat berita acara dan mehikan berkas perkara
kepada penyidik, kecuali perkara dengan acar p&saam singkat yang dapat
langsung diserahkan kepada penuntut umum.”

Menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 200ang Kepolisian
Negara Republik Indonesia fungsi Polri adalah:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pertedtan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakategakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaanasy’.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakiemh polisi wajib
memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagm pahtimbangan dalam

pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya selpggegak hukum
wajib tunduk pada hukum.
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b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam nangani
permasalahan masyarakat yang bersifat diskresgnkabelum diatur
dalam hukum.

c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungnasyarakat
polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa umbgkvujudkan
ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pgehes dari pada
penindakan (represif) kepada masyarakat.

e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lgar E#dak menimbulkan
permasalahan yang lebih besar sebelum ditangahi iolgtansi yang
membidangt?

Dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002irdjaga tentang
tujuan dari Polri yaitu :
“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuatuirmewujudkan keamanan
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamatamn ketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perigdn, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyatietem masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiggumt pasal 8 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 athun 2002 yaegyatakan :
“ (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia beradlaagvah Presiden.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpiehoKapolri yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepadadé&resesuali dengan
peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Polri dialaim bab Il pasal
13 sampai 19 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 igamga :
Pasal 13 berisi :
“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indoneslalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

12 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 32.
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c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pedaykepada masyarakat”.
Pasal 14 berisi :

“ (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimamakdiud dalam Pasal 13,
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawd&an, patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebytuhan

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjegamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipesyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakaadsp hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan ymum

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembitelans terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentektbk pengamanan swakarsa,
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundatapgan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokt kepolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingiagas kepolisian;

I. melindungi keselamatan jiwa raga, harta bendasyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencanaageik memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk staree sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuganlekepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

|. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pergperandang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimama&sgiichdalam ayat (1) huruf f
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal 15 berisi :

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimamaksud dalam Pasal
13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesiarsegaum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan,;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga nastaryang dapat

mengganggu ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakijarekat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpgcadtau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkeywwenangan administratif
kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagiantiodakan kepolisian

dalam rangka pencegahan;

15



g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya sen@motret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

J. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nazipn

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangag diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

|. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dikspnaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatagyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk seraemaktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuaigdanperaturan perundang-
undangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramamom dan kegiatan
masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasdieman bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bemnot

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan sempatdoahan peledak, dan
senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pemagaw terhadap badan usaha
di bidang jasa pengamanan,;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih ap&gpolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang tekraBskam;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negamad@am menyidik dan
memberantas kejahatan internasional,

I. melakukan pengawasan fungsional kepolisian tiparang asing yang berada
di wilayah Indonesia dengan koordinasi instandieter

J. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam amigasi kepolisian
internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dadgkup tugas kepolisian.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimaastgdichdalam ayat (2) huruf a
dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Penadrint

Pasal 16 berisi :

“ (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimiznaksud dalam Pasal
13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Nedaepublik Indonesia
berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledamapenyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasoipat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidit dangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan mgalen serta memeriksa
tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksagabtersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalarbuihgannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;
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I. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

J. mengajukan permintaan secara langsung kepadabaiejimigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam d@admendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang y@aggta melakukan
tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepaslayidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegia negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum; dan

|. mengadakan tindakan lain menurut hukum yangahggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam dyatbyruf | adalah tindakan
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jik@menuhi syarat sebagai
berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskaakan tersebut
dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalarkumgan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaanmgantaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia”.

Pasal 17 berisi :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia nlenjan tugas dan
wewenangnya di seluruh wilayah negara Republikied@, khususnya di daerah
hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesngad peraturan perundang-
undangan”.

Pasal 18 berisi :

“(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian NagRepublik Indonesia
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapainda&rt menurut
penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksuoh @dglat (1) hanya dapat
dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu denganperbatikan peraturan
perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi KedpalidNegara Republik
Indonesia”.

Pasal 19 berisi :

“(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyapgejéepolisian Negara
Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkarma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilatasenjunjung tinggi hak
asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiimaksud dalam ayat
(1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengut@ndindakan pencegahan”.
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Menurut semboyan tribrata, tugas dan wewenang &dédiah :
Kami Polisi Indonesia :
1). Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan peetatyjKaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
2). Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan Kemsséman dalam menegakan
hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang Barkan Pancasila dan
UuUD 1945
3). Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayaasyarakat dgn Keikhlasan

utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalardengan baik agar
tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dadang-Undang Kepolisian
yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukumaségrbinanya ketentraman
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaarajegerselenggaranya
fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercap#&ujyan nasional dengan
menjunjung fungsi hak asasi manusia dapat terlaksan
C. Produsen

1. Pengertian Pelaku Usaha (Produsen)

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ar8kyang
dimaksud pelaku usaha adalah :

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, #agkberbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkddan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Ind@yebaik sendiri maupun

13 http://peperonity.com/go/sites/mview/suspriant@24663. Diakses tanggal 2 september 2009.
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bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakagiatke@ usaha dalam
berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dpklaku usaha
adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, ititpgredagang, distributor
dan lain-lain**

Berdasarkamirective, pengertian “produsen” meliputi :

(1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa babamgng manufaktur.
Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugeamg ytimbul dari
barang yang mereka edarkan ke masyarakat, ternbdalterugian timbul
akibat cacatnya barang yang merupakan komponenmdgleoses
produksinya;

(2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

(3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, meaekuattanda-tanda
lain pada produk menampakkan dirinya sebagai pesdutari suatu
barang
Selanjutnya pasal 3 ayat [R)rective menyebutkan bahwa siapa pun yang

mengimpor suatu produk kelingkungan EC adalah mewlu

2. Hak dan Kewajiban Produsen
Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain paktorffaktor yang

membebaskan produsen dari tanggung jawab atas i&erygng diderita oleh
konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat caa#d paoduk, yaitu apabila :

(1) produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;

(2) cacat timbul di kemudian hari;

(3) cacat timbul setelah produk berada di luar korgrotlusen;

(4) barang yang diproduksi secara individual tidak krkeperluan produksi;

(5) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang djikan oleh penguasé.

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskarodusen dari

tanggung jawab atas kerugian yang diderita olelstoen meliputi:

4 Az. Nasutionpp.cit., hal 17.
1> Agus Brotosusilipp.cit., hal. 53.
16 Celina Tri Siwi Kristiyantiop.cit., hal. 42.
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(1) kelalaian si konsumen penderita;

(2) penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada emtuk dibuat
(unforseeable misuse);

(3) lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), y&ienam) tahun setelah
pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;

(4) produk pesanan pemerintah pusat (federal);

(5) kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaiamgyalilakukan oleh
produsen lain dalam krja sama produksi (di bebersggmra bagian yang
mengakujoint and several liability).!’

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 produsesbdissebagai
pelaku usaha mempunyai hak yang diatur dalam p&sgng berisi sebagai
berikut :

“ Hak pelaku usaha adalah :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dekegmpakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yapgrdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari kadakonsumen yang
beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutny@aliim penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbsdtara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atauyasg diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturaimgang-undangan lainnya”.

Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 8 ta888 diatur
tentang kewajiban pelaku usaha yaitu :
Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jupengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi peafelasnggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secarar lolamajujur serta tidak
diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa Yyang dipddullan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nam#nd dan/atau jasa yang
berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk merdaniatau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jantiaafatau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

7 bid., hal. 42-43.
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f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atpenggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan balami@tau jasa yang
diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggaapabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak seseragah perjanjian.

Kewajiban  produsen harus selalu dijaga untuk ngenjaksistensi

perusahaan agar produk mereka dapat tetap dipentetyanasyarakat. Demikian
pula dengan hak produsen harus dihormati oleh petakrmaupun konsumen.

Jika kedua kewajiban dan hak tersebut berjalanipailka akan tercipta hubungan

yang baik antara produsen dengan pemerintah ateuieen.

D. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang nomoah8nt 1999
memiliki arti :

“ Perlindungan konsumen adalah segala upaygng menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindukgaada konsumen”.

Perlindungan konsumen jugak memiliki tujuan yaigrcantum dalam
Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang beris
“Perlindungan konsumen bertujuan :
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiwsasumen untuk
melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen derayanneenghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memmignentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yangyarmelung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses unardapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenangmsmat perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan ggiang jawab dalam
berusaha,;
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f. meningkatkan  kualitas barang dan/atau saja yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau ja&ssh&tan, kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen secara wadalah :
1. menyeimbangkan serta membangun pemberdayaanurkens dengan
mengangkat harkat dan martabat konsumen melalairnaminimalisir efek dan
akses negatif pemakaian barang dan jasa;
2. meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar aprsikajar, jujur serta
bertanggung jawab serta menyediakan barang atayaag berkualitas;
3. menciptakan kerangka dan sistem perlindungaslwen yang mengandung
unsur kepastian hukum, kebebasan informasi segasakemperoleh informasi.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bedam Konsumen dalam
pelaksanaannya didukung oleh seluruh komponen masta perlindungan
konsumen termasuk oleh Lembaga Perlinduingan Koaesdm

Perlindungan konsumen pada intinya adalah segaitulbbaipaya yang
dilakukan oleh instansi-instansi terkait untuk melingi konsumen dari segala

macam produk yang berbahaya.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungam&omen” sudah
sangat sering terdengar. Namun, belum jelas bgrzasaa yang masuk ke dalam
materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hitkuitientik'® Karena posisi
konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi olekuim. Salah satu sifat,
sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan paulngan (pengayoman)
kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsdamehukum perlindungan
konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dik@akllan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan kaesumerupakan

bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Aasution, misalnya

¥http://perlindungankonsumen.or.id/index.php?optiom_content&view=article&id=47:perlidu
ngan-konsumené&catid=34:Ipksm-jawa-timur&ltemid=Z8akses tanggal 2 September 2009.

19 Shidartapp.cit., hal. 9.

20 Celina Tri Siwi Kristiyantiop.cit., hal. 13.
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berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat ssasi@au kaidah-kaidah
bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yamdjndungi kepentingan
konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebaggalkruhan asas-asas dan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan laimsatara berbagai
pihak satu sama lain berkaitan dengan barang @anjasa konsumen, di dalam
pergaulan hidup*

Dari beberapa pendapat pakar dan literatur yangralgh dapat ditarik
kesimpulan bahwa hukum perlindungan konsumen adsé¢gthngkaian aturan
yang mengatur tentang wujud perlindungan terhadaglkmen.

3. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari katsumer (Inggris-
Amerika), atauconsument/konsument (Belanda). Pengertian dazonsumer atau
consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Sdtanfeah arti kata
consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang guwrakan barang.
Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentigtamasuk konsumen
kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula KeéBalssa Inggris-Indonesia
memeberi arti kataonsumer sebagai pemakai atau konsumen.

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE,atak
“konsumen”yang berasal daonsumer sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di
Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luésgi sebagai ‘korban

pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersg@ambeli, bukan pembeli

%L Shidartapp.cit., hal. 9-10.
22 Az. NasutionHukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media,
2001, hal. 3.

23



tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan painékrena perlindungan
hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yauigan pemaka®

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mmgdan/atau
mengatur diimbuhi perlindungan, merupakan pertingaantentang perlunya
pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegasieberapa batasan
tentang konsumen, yakni:

1. konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan goaatau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu,

2. konsumen antara adalah setiap orang yang mendapaskang dan/atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat baemaglfin atau untuk
diperdagangkan (tujuan komersial);

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang apmatd dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan mrnéebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga tdak untuk
diperdagangkan kembali (nonkomersfél).

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1&9f8ang
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni:

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang tdanjasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingasehdiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperaegan”.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindutg@sumen
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Subyek, yang merupakan konsumen akhir yaitu setegng yang
berstatus sebagai pemakai atau pengguna bararsjaiajasa.

b. Barang dan/atau jasa
Barang diartikan sebagai setiap benda, baik bedvumaupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapaabiskan maupun

tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangigakai, digunakan,
atau dimanfaatkan oleh konsumen.

23 Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlinduntggrhadap Konsumen dalam Sistem
Hukum di Indonesia”, dalam Percakapan tentang Béwmdi Konsumen dan Kurikulum Fakultas
Hukum, Editor Yusuf Shofie, Jakarta : YLKI-USAID928, hal. 46.

4 Az. NasutionOp. Cit., hal. 13.
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Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang befbgmdierjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat (lebihsdéw orang) dan harus
merupakan bagian dari transaksi konsumen.

. Tersedia dalam masyarakat, diartikan bahwa baranfathu jasa tersebut

harus tersedia di pasaran. Dalam perkembangarinsaahsur ini bukan
syarat mutlak yang dituntut masyarakat konsumen.

. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang ,lamakhluk hidup, dalam

artian transaksi konsumen mempunyai cakupan yamg lneliputi
kepentingan diri sendiri maupun di luar diri senda@panjang kepentingan
tersebut tidak untuk tujuan komersial.

Konsumen merupakan elemen yang terpenting darinngka roda

perekonomian perusahaan.

4. Hak dan Keawjiban Konsumen

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar komsuyasag

dikemukakan oleh John F. Kennedy, yaitu :

1.

2.

hak untuk mendapatkan keamantne (ight to safety);

hak untuk mendapatkan inforamthg right to be informed);
hak untuk memilihtpe right to choose);

hak untuk didengattfe right to be heard).?®

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentandinBengan

Konsumen, hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yang be

“ Hak konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamalam dnengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa sertadapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan koseéita jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujangenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluy@a atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungam, waaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikanuas;

%5 ShidartaHukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, 2002, hal. 4.
%6 Shidartapp.cit., hal. 16-27.

25



g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara el jujur serta tidak
diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugiatiun penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuagaseiperjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
I. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturannung-undangan lainnya.”
Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan igudun kembali secara
sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling nasad), akan diperoleh sebagai
berikut :
1. Hak konsumen mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mndapatkan informasi yang benar
3. Hak untuk didengar
4. Hak untuk memilih
5. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau pmsasdengan nilai
tukar yang diberikan
6. Hak untuk mendapat ganti kerugian
7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang barksshat
9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingamang
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsunién.
Sedangkan kewajiban konsumen tercantum dalam UnAdadgng nomor
8 tahun 1999 pasal 5 yang berisi :
“ Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi davsemur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keaman&esklamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi perabdbarang dan/atau jasa;

2" Celina Tri Siwi Kristiyanti,op.cit., hal. 32-40.
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c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang diséipaka
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketéndarigan konsumen secara
patut.

Hak-hak konsumen harus selalu dijaga demi eksistpesusahaan,
mengingat peran konsumen dalam perekonomian perasabangat penting.
Kewajiban konsumen juga harus dilaksanakan denghailsbaiknya agar tidak

terjadi kesalahpahaman antara konsumen dengangemodu
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BAB llI
METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yaigmal maka
diperlukan metode penelitian yang tepat dan seteraan pokok permasalahan.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kimyah ini adalah sebagai
berikut:
A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakartoa® pendekatan
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakamukinmengkaji pelaksanaan
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlirmtukgnsumen, sedangkan
pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji korep masyarakat,
khususnya terhadap kasus produsen yang tidak mentdgan tanggal
kadaluarsa. Selain itu juga melihat fakta yang @didepangan berupa seberapa
aktif peran polisi dalam menangani kasus perlindangonsumen khususnya
terhadap produsen yang tidak mencantumkan tanggkllkarsa, terkait dengan
tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukakta, kemudian menemukan
masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masaldiinggia pada akhirnya menuju
pada penyelesaian masalah.
B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Redta Madiun Jawa
Timur. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pebmgan bahwa hasil pra
survey di Polresta Madiun, telah ditemukan satw&as Carefour produsen yang
tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, padahahnadsi produsen yang bebas

menjual produk makanan tanpa mencantumkan tanggalkarsa.
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Kaitannya dengan penulisan ini adalah optimaligesian Polri dalam
menangani produsen yang tidak mencantumkan takggaluarsa dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap konsumen yang pakam pokok
permasalahan skripsi ini.

Penulis melakukan penelitian di Polresta MadiuneRar di Polresta
Madiun terdapat kasus tentang pelanggaran prodgesem tidak mencantumkan
tanggal kadaluarsa. Polisi Madiun masih menghaklapdala dalam menangkap
produsen lain yang tidak mencantumkan tanggal kadsd, karena masih satu
kasus yang sudah ditangkap oleh polisi Madiun. Sgidan produsen yang
menjual produk tanpa mencantumkan tanggal kada@uarasih ada di kota
Madiun. Dengan adanya permasalahan tersebut, tentorasih perlu diteliti
optimalisasi peran Polri dalam menangani produsamgtidak mencantumkan
tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perigmiuterhadap konsumen.

Selain alasan di atas, masih ada alasan lain gem&milih kota Madiun
sebagai tempat penelitian yaitu karena banyak pbaa kecil dan menengah
yang bergerak dibidang makanan. Dari hasil pra esurada lebih dari 100
produsen makanan yang terdapat di Madiun, contpbreperusahaan jajanan
atau oleh-oleh seperti sambal pecel, krupuk pudit) dan lain-lain. Berdasarkan
hasil par survey, produsen makanan tersebut maaiyak yang belum
mencantumkan tanggal kadaluarsa. Maka dari itu [gememilih kota Madiun

untuk dijadikan tempat penelitian.
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C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoledsiang dari narasumber yaitu
pihak kepolisian, pihak BPOM, dan produsen, rinei@nadalah data tentang:

1. Optimalisasi peran Polri dalam menangani predysng tidak mencantumkan
tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan pergealu terhadap
konsumen.

2. Faktor penghambat dan pendukung optimalisasinpgolri dalam menangani
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaludedam rangka
memberikan perlindungan terhadap konsumen.

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh polisi dalamenghadapi faktor
penghambat optimalisasi peran Polri dalam menangadusen yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka miabgperlindungan
terhadap konsumen.

4. Pengetahuan produsen tentang kewajiban menclatutanggal kadaluarsa
pada produk makanan yang diproduksi.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPOM demmiaak kepolisian dan
dinas-dinas pemerintahan yang lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melahélp@n kepustakaan serta
dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan dalanelp@n ini adalah data
mengenai produsen yang tidak mencantumkan tanggalkarsa, serta mengenai

data statistik dari kepolisian.
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D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian irddagdari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara lamgsdari hasil
penelitian di lapangan berupa:

a. Data tentang bagaimana peran Polri dalam menamgadusen
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalangkaa
memberikan perlindungan terhadap konsumen

b. Wawancara dengan petugas kepolisian dan petugasMBprg
menangani kasus perlindungan konsumen tersebuat gertiusen
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhgulaguk
makanannya.

2. Data sekunder dari buku literature yang ada diystgkaan Universitas
Brawijaya Malang dan PDIH Fakultas Hukum UniversiBrawijaya atau
perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungamgadempenelitian
melalui studi pustaka dengan mengambil data yamgroieh secara
teknis, dan penelusuran situs di internet sertai ghwstaka terhadap
literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dala@mtuk lain yang
sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakanrdgi@ngambilan data
adalah:

1. Data primer diperoleh dengan cara:

a. Wawancara, merupakan salah satu bentuk atau cagumeulan

data komunikasi verbal atau tanya jawab secaran Id@ngan
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responden. Agar wawancara berjalan sesuai dengaantyang
ingin dicapai, Seorang peneliti yang akan melakuk@awancara
hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai beriku
a) Persiapan Wawancara
b) Pelaksanaan Wawancara
- Pewawancara
- Isi/ materi wawancara
- Suasana saat wawancara
c) Pencatatan hasil wawancara
Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tajayeab
langsung terhadap responden. Responden yang dichadalah
para polisi yang menangani produsen yang tidak em@omkan
tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan pergetu
terhadap konsumen dan produsen yang tidak menckatum
tanggal kadaluarsa.
. Observasi Lapangan, yaitu dengan melakukan pengansacara
langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelit@alam
penelitian ini observasi dilakukan dengan cara peraan di
Polresta Madiun dengan tujuan untuk mengetahuih letekat
bagaimana cara polisi menangani produsen yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka méaber

perlindungan terhadap konsumen.
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2. Data sekunder diperoleh dengan cara

a. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelaja
literatur-literatur yang relevan dengan penelitegbagai bahan
perbandingan dan kajian pustaka

b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengemroanyalin
dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yaahey di
Polresta Madiun. Selain itu juga mengunduh daeriret.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh indiuititi atau seluruh
gejala/kegiatan yang akan ditefitiDalam hal ini, yang menjadi populasi sebagai
objek dalam penelitian adalah semua petugas keépulipetugas BPOM dan
semua produsen makanan.

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatuaragiang
representative dari sebuah popufdsTeknik penentuan sampel yang dilakukan
oleh penulis adalah dengan cara purposive samg@iag penarikan sampel
bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambikekutidasarkan pada tujuan
tertentu, yang dalam hal ini adalah pejabat kepolidKBO Reskrim) dan petugas
BPOM yang menangani produsen yang tidak mencanturtdiaggal kadaluarsa
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koasu Selain para
responden di atas, saya juga mengambil sample pladusen makanan dan

minuman yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

8 Ronny Hanitojo Soemitrdvletode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia
Indonesia, hal. 44.
2| pid.
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G. Teknik Analisis Data
Metode Analisis data yang dipergunakan dalam pignelini adalah:
1. Reduksi Data
Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editexthadap hasil
wawancara yang telah dilakukan. Editing artinya jieem, pemilahan
dan penggunaan data-data yang relevan dengan tppraglitian. Hasil
dari proses editing akan ditambahkan dengan studitaka yang
disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.
2. Penyajian Data
Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptibuatpemaparan,
dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambasacara
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gemeli
3. Kesimpulan
Dari data yang telah diperoleh di lapangan akanatilsuatu kesimpulan
yang jelas sehingga dapat diterapkan secara laggbumasyarakat.
H. Definisi Operasional Variabel.
a. Optimalisasi adalah sesuatu yang dikerjakan semamgguh-sungguh untuk
hasil yang sempurna.
b. Peran Polri adalah pekerjaan Polri yang dikerjas@suai dengan fungsi dari
masing-masing polisi tersebut.
c. Produsen yang dimaksud dalam skripsi ini adalalaseirang perseorangan
atau badan usaha yang tidak mencantumkan tangdalukasa pada produk

makanan dan minuman yang diproduksi.

34



. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal batas akhir pmamaksuatu produk

makanan.

. Konsumen adalah setiap orang yang membeli prodidanaa yang tidak ada

tanggal kadaluarsa.

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melincadghak konsumen.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
1. Lokasi Tempat Penelitian

Polresta Madiun memiliki salah satu tanggung jawaemelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukiota Madiun yang
mencakup 3 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Maaguh Kecamatan

Kartoharjo dan Kecamatan Taman dan mebawahi 29atedn. Polresta Madiun

memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuaalu_Lintas (Satlantas), satuan

Intelijen dan Pengamanan (Satintelkam), SatuanrBed€iminal (Satreskrim),

Pembinaan dan Kemitraan Polri (Binamitra), dan &attamapta (Satsamapta).

Tugas secara umum dari masing-masing teknis opeasdalah :

a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksarfakgsi teknis lalu
lintas dalam seluruh wilayah Polres.

b. Satintelkam bertugas melaksanakn deteksi dini damimerikan peringatan
masalah dan perkembangan masalah dan perubahatupahisosial dalam
masyarakat.

c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyeleaggarkegiatan-kegiatan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyululearamng peraturan-

peraturan yang baru kepada masyarakat.
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e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungangayoman dan
pelayanan masyarakit.

Polresta Madiun terletak di Jalan Sumatera No.&80jdga bisa dikatakan
berada di Jalan Pahlawan No. 45 karena PolrestauNMaderupakan areal yang
berdiri di sebagian pojok jalan antara Jalan Suraatan Jalan Pahlawan. Sebelah
kanan Polresta Madiun merupakan kantor kerja PdWadiun. Sedangkan di
depannya berdiri kantor Kejaksaan Madiun dan jkgator Pos Besar Madiun.
Sebelah kiri Polresta merupakan Jalan Sumaterandirdi daerah Jalan Sumatera

terdapat komplek pertokoan.

%9 Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 13
November diolah.
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2. Struktur Organisasi Tempat Penelitian

BAGAN I

Struktur Organisasi Polresta

KAPOLRES
WAKAPOLRES
KABAG KABAG KABAG
OP< BINAMITRA MIN
KANIT KANIT KAUR KA
TEIL EMATIKA P3C DOKKES TAUD
KA KASAT KASAT KASAT KASAT
SF INTEIL KAM RESKRIM SAMAPTA | ANTAS
POLSEK POLSEK POLSEK
MANGUNHAR.IQ KARTOHARJC TAMAN
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Tugas dari gambar struktur organisasi di atas hdala

1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) adalah pembadiaiu pelaksana utama
Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam melaksanpkambinaan keamanan
Polri sebagai penyelenggaraan operasional kepolisitslam rangka
pelaksanaan tugas Polres.

2. Waka Polresta (Wakil Kepala Kepolisian Resor Kotbgrtugas membantu
Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan meadgemdpelaksanaan
tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dal@rafaPolres dan dalam
batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal kegpbérhalangan serta
melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

3. Bag Ops (Bagian Operasional) bertugas menyelenkgaradministrasi dan
pengawasan operasional, perencanaan dan pengendpbkaasi kepolisian,
pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan gelayatas permintaan
perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintzamuan pengamanan

proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan

mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan rakaldan pembinaan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuamsatulagsi yang

berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan

organisasi/lembaga/tokoh sosial/lkemasyarakatan idatansi pemerintah,
khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah rdagaklm kerangka
otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesad#manketaatan warga

masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-gswlapengembangan,
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pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polmasyarakat yang

kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

. Bag Min (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggan penyusunan
rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dfamiatrasi personel,
pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik

. Kanit Telematika (Kepala Unit Telekomunikasi darfohmatika) bertugas
menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengamman pengolahan
data serta penyajian informasi termasuk informasnikal dan pelayanan
multimedia.

. Unit P3D (Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakaplii) bertugas
menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakahgepenyimpangan
perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinadsaiploh dan tata tertib,
termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegditkkum dan
pemuliaan profesi.

. Urusan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) adalabr ymslaksana staf
khusus polres tertentu yang berada di bawah Kagofeng pembentukannya
di tetapkan dengan surat Keputusan Kapolda seteéahperoleh persetujuan
pejabaat yang bertanggung jawab dalam pembinaaanisesi Polri, yang
bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kégolislalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri @tygnan kesehatan
personel,baikdengan menggunakan sumber daya yaisgdie maupun
kerjasama dengan pihak lain.

. Ka Taud (Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam) bestugelaksanakan

ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespsndé&etatausahaan
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perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggarapat, apel/upacara,
kebersihan dan ketertiban serta urusan perbendgelaeliharaan kendaraan
roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusanrpatsan.

10.Ka SP bertugas memberikan pelayanan kepolisiandeepa@rga masyarakat
yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan ganan pertama
laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantutoifpegan kepolisian,
penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dganp@man barang bukti
yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkagamiperselisihan antar
warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijalalam organisasi
Polri.

11.SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan atau memibumgsi Intelijen
bidang keamanan, termasuk persandian, dan pembpékyanan dalam
bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut o&sigg, senjata api dan
bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat &urat Keterangan
Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakay gagmbutuhkan
serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelakega.

12.SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan atau membfoagsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, denganemiverikan
pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/peledmaja, anak dan
wanita, serta menyelenggarakan fungi identifikdsiik untuk kepentingan
penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenkgarkoordinasi &
pengawasan operasional dan administrasi PPNS,idetaatuan hukum dan

perundang-undangan.
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13.SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan atau membinagsi
kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan peagam obyek khusus,
termasuk pengambilan tidakan pertama di tempatdiaaperkara dan
penanganan tindak pidana ringan, pengendalian mdasapemberdayan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat datayka pemeliharaan
keamaan dan ketertiban masyarakat.

14.SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan atau membumaydi lalulintas
kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan,ggealan dan patroli,
pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas,stregi dan identifikasi
pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakdanlintas dan
penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna mbaral keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalulintas.

15.POLSEK (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakgas pokok polri
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyamdnegakan hukum
dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepasiganakat serta tugas-
tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuaieikteian hukum dan

peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisaisi.

%L Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 13
November diolah.
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BAGAN I

Struktur Organisasi Reskrim

KASAT
RESKRIM

KBO
RESKRIM

BAURMIN

IDENTIFIKASI

PPA UNIT

UNIT

UNIT

UNIT
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b. Tugas dari masing-masing organisasi reskrim adalah

SAT RESKRIM bertugas membina dan menyelenggarakegiatan-

kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidateamasuk fungsi

identifikasi dalam rangka penegakan hukum, kooslidan pengawasan
operasional dan administrasi penyidikan PPNS sdsei@intuan hukum
dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan teyakewajibannya
Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. K&8askrim Polres

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya k&aadéres dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali \Wakas.

KASAT RESKRIM bertugas dan bertanggung jawab tegtaegala

sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESEE

Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan ahasesalah

perencaan, pengorganisasian, dan control terhadgas t anggota.
Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan nsstasamping.

Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusudat®au operasi yang
dibebankan.

KBO RESKRIM bertugas membantu Kasat Reskrim melakuk
pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urminndéntifikasi, dan

PPA. Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan adtnasi, formulir-

formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugaggata reskrim.

Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dannkes®m pengisian
formulir-formulir, register-register penyidikan. dvhberikan input data

kepada Kasat Reskrim melalui Urmin, Ur Indentifikddembantu kasat
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reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkaturguk cara
pengisian register yang dibutuhkan untuk admirssganyidikan.

iv. ~BAURMIN (Bagian Urusan administrasi) bertugas méeagggarakan
administrasi dalam rangka pembinaan operasionalisgm.

v. KA UNIT bertugas melaksanakan pemanggilan, pemasiks dan
pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akarnsetkung atau telah
terjadi. Menertibkan daftar pencarian orang maupaerang guna
pencarian/penyelidikan. Menyelesaikan semaksimalgkin kasus-kasus
yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan uofsn dalam
pemanggilan, SPDP dan administrasi lain. Menyiap#ata-data yang
ditangani.

2. Fungsi Satreskrim Polresta Madiun
Dalam menyelenggarakan tugas Satreskrim menyelesigga fungsi
sebagai berikut :

e. Pembinaan fungsi/penyelidikan Tindak Pidana, teukasfungsi
identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lagan serta kegiatan-
kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim, daliagkung kerja
Polres Kota Tasikmalaya.

f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikanigday tindak pidana
umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanamfghengan khusus
kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dedagka penegakan
hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

g. Penyelenggaraan fungsi ldentifikasi baik untuk kejpgan penyidikan

maupun pelayan umum.
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h. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi pkrgawasan
operasional dan administrasi penyidak PPNS.

i. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu noéndreserta
penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifi@aksanaan tugas
satuan-satuan fungsi Reskrim.

3. Visi dan Misi Satreskrim Madiun

a. VISI

Reserse Kriminal Polri yang profesional, proporalordan dipercaya
masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayopetayanan masyarakat
dan penegakan hukum.

b. MISI

1. Mengembangkan sistem manajemen yang dieintdalam proses
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna medkan kepastian
hukum dan keadilan.

2. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan memtigogkan fungsi
forensik, Identifikasi Kepolisian, sarana dan prasa dalam rangka
penegakan hukum.

3. Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse KamifPolri serta
meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern

4. Meningkatkan kerjasama antar lintas Departentam kerjasama
Internasional dalam rangka penegakan hukum.

5. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi eealuasi serta

pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang &hel.
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6. Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kmahi Polri serta
mengembangkan etika moralitas organisasi yang ieetasi pada aspek
legalitas®

B. Realita Kasus

Berdasarkan survey yang diperoleh, di kota Madidiakt ada Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berdiri serigi?POM tergabung
dalam Dinas Kesehatan (Dikes), dalam menjalankaanpga Dikes dibantu oleh
Dinas-Dinas yang lain seperti Dinas Perindustrian perdagangan (Disperindag)
dan kepolisiai® Hubungan dan kordinasi antara Dikes, Kepolisiam da
Disperindag harus tetap dijaga dengan baik agaggvesssan yang dilakukan
terhadap produsen berjalan baik.

Di Madiun sudah terdapat Lembaga Perlindungan KmesuSwadaya
Masyarakat (LPKSM) sejak tahun 2008, tetapi masgriadiun belum banyak
yang mengenal lembaga tersebut. Selama ini LPKSMnbeernah diajak
kerjasama oleh kepolisian dan dinas-dinas terBadi selama ini LPKSM hanya
membantu konsumen pada saat ada keluhan atau pamgdd LPKSM saja.
LPKSM di sini memiliki peran untuk membantu konsumedalam melapor
kepihak kepolisian sampai dengan penuntdtan.

Di kota Madiun terdapat beberapa kasus tentangngghran produsen
yang terjadi. Di bawah ini terdapat tabel kasusategm pelanggaran produsen yang

masuk dalam pihak kepolisian selama tahun 2009.

%2 Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 13
November diolah

¥ Wawancara dengan Ibu dr. Farida selaku KepalaaBa@POM Madiun, pada tanggal 5 Januari
2010, diolah.

% Wawancara dengan Bapaikam Haryanto Akge Yuareslaku Direktur LPKSM, pada tanggal
18 Februari 2010, diolah.
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Tabel | Kasus Pelanggaran Produsen Tahun 2009

NO KASUS DML
L S
1. Tidak mencantumkan tangal kadaluarsa 4 2
2. Tidak mencantumkan label halal 3 1
3. penjualan barang kadaluarsa 1 0
4. penjualan barang haram
> Miras 27 17
> Makanan mengandung babi
S. menjual barang rusak/cacat 2 0
JUMLAH 38 21

Sumber : Data sekunder dari kepolisian, diolah Janari 2010

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai (Berkas ke Penuntut Umum)

Dari tabel di atas dapat dilihat hanya sedikit peskyang masuk ke pihak
kepolisian. Padahal dari hasil survey yang sayakiak, masih ada produsen
makanan yang melakukan pelanggaran dan belum aktioteh pihak kepolisian
dan Dinas-Dinas yang terkait. Seharusnya kepoldagamDinas-dinas yang terkait
lebih serius dalam menangani pelanggaran yangulkéak oleh produsen agar
pihak konsumen tidak dirugikan.

C. Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang Tidak
Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Membakan
Perlindungan Terhadap Konsumen

Dari hasil wawancara saya dengan KBO Reskrim Ralrédadiun,
menyatakan bahwa Polresta Madiun dalam menangadugen yang tidak

mencantumkan tanggal kadaluarsa tidak berdiri sendiapi Polri melakukan
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kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah *failinas pemerintah yang
melakukan kerjasama dengan Polresta Madiun yainaDiPerindustrian dan
perdagangan (Desperindag), Disperindag merupakaah saatu instansi
pemerintah dibawah pengawasan Departemen Periraau®epublik Indonesia
yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerjmgderperan penting dalam
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perimeusian perdagangah.
Selain bekerjasama dengan Disperindag Polri juderfzsama dengan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang begndatam Dinas
Kesehatan (Dikes). Dikes adalah yaitu menyelenggarairusan Pemerintahan
dalam hal upaya kesehatan meliputi bidang kesefia@edangkan BPOM adalah
sebagai regulator dan filter lalu lintas produkutama makanan dan obat-obatan.
Misi BPOM RI adalah melindungi masyarakat dari plodbat dan makanan
yang berisiko terhadap kesehata®8POM merupakan badan yang berkompeten
untuk menangani kasus produsen yang tidak menc&atutanggal kadaluarsa.
Cara Polisi untuk menangani produsen yang tidakcar@nmkan tanggal
kadaluarsa adalah dengan melakukan inspeksi mendgidak)®® Inspeksi
mendadak ini dilakukan oleh penyelidik bagian reskratas perintah dari
penyidik. Penyelidik menurut KUHAP pasal 1 ke (dpkah polisi pejabat negara
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undamdpng ini untuk

melakukan penyelidikan.

% Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkR@sPolresta Madiun, pada tanggal 13
November 2009, diolah.

% http://www.disperindag-jabar.go.id/?pilih=hal&id=Biakses pada tanggal 13 November 2009.
37 http://www.diskes.jabarprov.go.id/index.php?modeiienuKiri=4&idMenuTab=33diakses
pada tanggal 13 November 2009.

% http://www.pom.go.id/profile/visi_misi.asiakses pada tanggal 13 November 2009.

% Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 13
November 2009, diolah.
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Sedangkan penyidik menurut KUHAP Pasal 1 ke (1)aadpejabat polisi
negara Republik Indonesia atau pejabat pegawairingigé tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Tetapi sebelum Polisi melakukan sidak, aparat pofigelakukan
koordinasi dengan Disperindag, BPOM, dan Diskealurgosialisasi tentang
larangan produsen untuk mengedarkan makanan yatak tada tanggal
kadaluarsanya terlebih dahulu agar tidak ada pesdysng menjual makanan
tanpa tanggal kadaluarsa. Sosialisasi dilakukangatenmengundang para
produsen makanan seluruh kota Madiun, para proddsemdang ke kantor
Disperindag untuk diberikan sosialisasi tentang d#an untuk mencantumkan
tanggal kadaluarsa. Selain memberikan sosialiBasperindag juga memberikan
pembinaan kepada produsen secara berkesinambueg@mg kewajiban yang
harus diketahui oleh produséh.

Seharusnya Polri dan Disperindag tidak hanya medanm produsen ke
Disperindag untuk diberikan sosialisasi. Tetapiasssi dapat diberikan melalui
media cetak maupun media elektronik, agar semuaalaprodusen mulai dari
kecil,menengah, dan besar tercapai. Mengingat diilhafasilitas media cetak
dan elektronik banyak tersedia. Misalnya dalam meditak ada Radar Madiun
dan Memo Madiun sedangkan dalam media elektronik iaternet yang bisa
mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan alkseps gepat, ada stasiun
televisi seperti Madiun TV, JTV Madiun, dan jugalicaradio yang ada di kota

Madiun seperti RRI, Radio DCS FM, dan masih bariggkradio swasta lainnya.

“Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkR@sPolresta Madiun, pada tanggal 14
November 2009, diolah.
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Dengan adanya jasa media cetak dan media elektregiifarusnya polisi dapat
menggunakan jasa tersebut seoptimal mungkin u@t@na sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Polri yanghteldakukan terbukti
tidak optimal karena masih banyak produsen makgaag tidak mencantumkan
tanggal kadaluarsa. Sejak diundangkannya UndangwindPerlindungan
Konsumen sampai saat ini, Polri menggunakan cang telah dijelaskan di atas
untuk mengatasi produsen yang tidak mencantumkaggéh kadaluarsa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan KBO ReskrinestaliMadiun, polisi tidak
merubah metode penanggulangan dan perlindunganutkems karena mereka
menganggap metode tersebut sudah cukup eféklika hal ini dipertahankan
maka dapat dipastikan akan semakin banyak prodies®n melanggar ketentuan
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tetapi meskipun sudah ada tindakan preventif yangga sosialisasi dan
represif berupa sidak juga penangkapan dari ap2oii, dan juga adanya
ancaman sanksi pidana bagi produsen yang tidak anamokan tanggal
kadaluarsa yang tercantum dalam Undang-UndangnBerigan konsumen pasal
62 adalah:

“(1)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaithmaksud dalam Pasal 8
, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasab%3a| IP7 ayat (1) huruf a, huruf b, h
uruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana demqmdana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak .B§QR000.000,00 (dua milyar
rupiah).”

Dengan adanya sanksi pidana yang berat diharapk@nppodusen takut

atau jera untuk melakukan pelanggaran tidak meoo#@n tanggal kadaluarsa.

“ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkR@sPolresta Madiun, pada tanggal 14
November 2009, diolah.
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Tetapi tetap saja masih ada produsen yang menjailaman tanpa tanggal
kadaluarsa.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk upaya Polamdgenanganan kasus
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadalugksaada produsen yang
tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka Pokan anenahan barang
produsen tersebut, kemudian memeriksa produsenbdeang yang tidak ada
tanggal kadaluarsanya dan bila perlu produsen aftalintuk keperluan
penyidikan.

Dalam melakukan penggeledahan, penahanan, penamgkaian
pemeriksaan tersangka, polisi harus memenuhi ketenyang ada di dalam
KUHAP. Penggeledahan diatur dalam pasal 1 ke (Iv X8), penggeledahan
dalam KUHAP dibagi menjadi 2 yaitu penggeledahanain dan penggeledahan
badan. Penggeledahan rumah dalam pasal 1 ke (&lhatindakan penyidik
untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempatuttgst lainnya untuk
melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyit@amidu penangkapan dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-unuhén

Penggeledahan badan dalam pasal 1 ke (18) adaldakén penyidik
untuk mengadakan pemeriksaaan badan atau pakasamdgi&a untuk mencari
benda yang diduga keras ada pada badannya atavadyraserta, untuk disita.

Cara-cara melakukan penggeledahan diatur dalanh ad8dJHAP yang

isinya :
“(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri rptd penyidik dalam
melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledaheh yang diperlukan.
(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah testulari penyidik, petugas
kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuiah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikah diega orang saksi dalam hal
tersangka atau penghuni menyetujuinya.

52



(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikam diepala desa atau ketua
lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tgksaatau penghuni menolak
atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan reoggeledah rumah, harus

dibuat suatu berita acara dan turunannya disampakepada pemilik atau

penghuni rumah yang bersangkutan.”

Penahanan juga harus dilakukan berdasarkan KUHARd KUHAP
pengertian penahanan diatur dalam Pasal 1 ke @if) gpenempatan tersangka
atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik g@auntut umum atau hakim
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut eag diatur dalam undang-
undang ini. Jenis-jenis penahanan dalam KUHAP didalam pasal 22 ke (1)
yaitu :

1. Penahanan rumah tahanan negara

2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tiagggarumah kediaman
tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengatealsadapnya untuk
menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbdi&anlitan dalam
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidangadilan.

3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat ting@zal tempat kediaman
tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagangks atau terdakwa
melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Sedangkan pengertian penangkapan diatur dalam KUPBSal 1 ke (20)
yaitu suatu tindakan berupa pengekangan sementla webebasan tersangka
atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti gunaeriaman penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menara yang diatur dalam
undang-undang ini.

Dalam pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang jerbukti diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permwaag cukup” .

Bukti permulaan yang cukup adalah dengan adanyamal dua aalat

bukti. Jika kurang dari dua alat bukti maka tergantidak dapat ditangkap oleh
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pihak kepolisian. Tersangka dalam pemeriksaan pé@yi dan pengadilan
berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorangetih.

Berdasarkan hasil penelitian data sekunder, penetendapatkan
informasi dari kepolisian bahwa selama tahun 208l8eBta Madiun menangkap 2
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluBxaa 2 produsen yang
melakukan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf g UURKndkan sanksi pidana
yang diatur dalam pasal 62 ayat 1 UUPK, karenaspofienganggap bahwa
pelanggaran tidak mencantumkan tanggal kadaluelaa mmemenuhi unsur-unsur
pidana yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 huruf @K@

Wujud upaya Polri dalam menangani kasus produseng yadak
mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah dengan gi@pmamanajer pemasaran
carefour. Carefour terbukti menjual makanan berdgging dan hati sapi yang
tidak ada tanggal kadaluarsanya. Selain itu adehssdtu pemilik toko makanan
ringan yang tidak dapat disebutkan identitas lepgia oleh pihak kepolisian,
ditangkap karena menjual makanan tanpa mencantutakggal kadaluarsa.

Padahal berdasarkan hasil penelitian, peneliti m@a&nemukan produsen
makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadalu@matoh yang ditemukan
dalam penelitian adalah makanan kecil yang dipredoleh Adji Rasa berupa
crispy jamur, dan makanan yang diproduksi oleh nuliberupa makanan
madumongso. Makanan yang tidak ada tanggal kadalogs dapat beredar di
masyarakat karena masyarakat sendiri tidak pretdsdap produsen. Makanan
tanpa kadaluarsa sudah biasa beredar karena komskomang teliti dalam

membeli yang pada akhirnya menjadi kebiasaan danbméaya.

“2\Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 18
Februari 2010, diolah.
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Contoh Gambar Makanan Tanpa tanggal Kadaluarsa

Cﬂ\sw Jmun TWAN
31 RASA!

8. T 28307705104
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Di dalam kasus ini Polri sudah bertindak dengansima&l, tetapi karena
adanya budaya dari masyarakat yang sangat sudipd#kan dan turun temurun.
Maka polisi agak kesulitan dalam menangani kasusdysen yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa. Polisi sudah rgkaprprodusen yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa tanpa membandidiAgkan produsen
kecil, menengah, dan besar.

Produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaludesa budaya
masyarakat yang tidak teliti dalam membeli produlakaman tidak dapat
dibiarkan terus menerus. Karena makanan yang kadaludapat merusak
pencernaan, dampaknya menimbulkan keracunan. Lgaiuh lagi bisa
menimbulkan kematiaf?. Reaksi ringan yang terlihat dan terasa dari
mengkonsumsi makanan kadaluarsa adalah rasa pusingisa berlanjut ke
tingkat yang agak berat, yaitu mual, muntah, damediUntuk mengatasi kondisi
awal ini, yang bersangkutan harus segera dibavekeer®* Jika dibiarkan maka
dapat menimbulkan kematian seperti yang sudatadiah di atas.

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang sarlgmah, mereka
kebanyakan tidak sanggup untuk berobat ke dokisa jBdi para konsumen yang
keracunan tidak membawa ke dokter karena takuabyaypg mahal lalu mereka
lebih memilih untuk mengobatinya sendiri atau dibawe pengobatan alternatif
yang lebih murah. Semua pengobatan alternatif keldam tidak menyelesaikan
masalah malah akan menambah masalah baru. Di Mpduaekoran memo edisi

14 tanggal 20 januari 2006 memuat berita ada peatgobalternatif yang

“3 http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.aspBeKetapang&id=3098diakses pada
tanggal 14 November 2009.
“http://healthcare.my-funbiz.com/2009/09/04/efek-pam-makanan-kadaluarsafiakses pada
tanggal 14 november 2009.
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dilakukan salah seorang warga meminta pasiennyk mmémakan kembang. Dan
hasilnya pasien tersebut semakin sakit. Hal-hgbastinya akan berdampak fatal
untuk kesehatan pasien. padahal keracunan makadatulkrsa sangat berbahaya.
Bisa jadi banyak orang yang meninggal karena memgkosi makanan
kadaluarsa. Maka dari itu lebih baik kita mencedat pada mengobati.

Peneliti mewawancarai salah satu Produsen yand tigdencantumkan
tanggal kadaluarsa. Produsen tersebut memberi gambarangkaian sosialisasi
yang telah diadakan Polri dan Disperindag. Sosisilisersebut dihadiri oleh
hampir semua produsen yang ada di kota madiun,imdalad produsen kecil,
menengah, dan bes&r.Meskipun telah diadakan sosialisasi dan produsen
mengerti bahwa ada larangan menjual makanan tamgmal kadaluarsa, tetapi
berdasarkan data empirik yang peneliti perolehdgsen masih bisa menjual
makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

Seharusnya Polri tanggap akan hal ini, karena pkEnggaran tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dibiarkan terusemenmmaka kebiasaan ini
akan semakin menjamur dan lebih mempersulit Palukimembasminya. Selain
itu juga makanan tanpa tanggal kadaluarsa akan atgyakan para konsumen
yang mengkonsumsinya seperti yang sudah pendétkan di atas. Dampaknya

adalah kerusakan pencernaan, keracunan, dan bmiseebabdkan kematian.

5 Wawancara dengan Ibu Istiana selaku produsen raakaada tanggal 15 November 2009,
diolah.
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D. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Polri dalam Meangani
Produsen yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsalalam Rangka
Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen

Ada beberapa faktor yang menghambat optimalisasinp@olri dalam
menangani produsen yang tidak mencantumkan takggaluarsa dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Faktor yang pertama adalah tidak adanya pengawasukhdari pihak
kepolisian untuk mengawasi produsen yang melakukasalahan. Seperti
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadalua&sagawasnya sama
dengan kejahatan kriminal yang lain yaitu reskifrBeharusnya agar pengawasan
dapat dilakukan secra maksimal maka pihak kepalisremberikan beberapa
anggota yang khusus untuk mengawasi perlindungasukoen.

Jumlah anggota reskrim yang hanya 57. Pihak keaolisierasa bahwa
dengan jumlah anggota yang hanya 57 orang tidakpsukarena reskrim tidak
hanya menangani 1 kasus kriminal saja tetapi sé&was@as kriminal yang terjadi
dalam kota Madiuf!

Jadi menurut saya anggota reskrim tersebut tida& tiencukupi untuk
mengawasi satu-persatu produsen yang menjual nmakanga mencantumkan
tanggal kadaluarsa, mengingat ada 100 lebih prodoskanan di kota Madiun.
Melihat potensi kota Madiun dalam hal memproduksaakaman dan jajanan
seharusnya pihak kepolisian memberikan prioritagikurmasalah pelanggaran

produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadalu&tseena reskrim juga

“®\Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 16
November 2009, diolah.
4" Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 16
November 2009, diolah.
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bekerja untuk kejahatan-kejahatan pidana yang Isiaka kinerja kepolisian
untuk menangani kasus produsen yang tidak menciatutanggal kadaluarsa
kurang maksimal.

Kemudian faktor selanjutnya adalah karena inspekRendadak yang
dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas-dipasnerintah hanya pada
waktu-waktu tertentu. Inspeksi mendadak yang dkakuyaitu hanya pada hari-
hari besar agama seperti hari raya umat islam. salglgian produsen sudah
mengetahui kapan barang dagangannnya akan distigertinya informasi
tentang akan diadakannya sidak sudah bocor ke geodwsehingga produsen
dapat menyembunyikan makanan yang dilarang beididpasaran. Seharusnya
sidak dilakukan secara terus menerus tanpa harumsnggu pada hari besar
agama dan tidak perlu menunggu ada aduan atawatapari masyarakat.

Ada juga faktor tentang keuangan yang kurang unhwdaksanakan
pengawasan dan sosialiasai. Tidak ada dana khwasg diberikan pemerintah
untuk pihak kepolisian agar mengawasi dan memberigasialisasi kepada
produsen agar tidak mengedarkan makanan tanpaalakeggluarsa, maka dana
yang dipakai pihak kepolisian terbatas untuk pergam dan pemberian
sosialisasi juga tidak dapat maksirffaBerdasarkan pengetahuan peneliti untuk
melakukan pengawasan tidak memerlukan dana yangbkaoukup uang bensin
dan sedikit dana tambahan untuk makan. Jadi daig giberikan KBO Reskrim
Polresta Madiun mengenai perlunya dana khusus untlkkukan pengawasan

tidak dapat dijadikan alasan agar tidak melakulamgpwasan secara maksimal.

“8\Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 16
November 2009, diolah.
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Sumber Daya Manusia produsen yang hanya lulusan Stdi® SMA.
Sumber Daya Manusia produsen yang rendah dapastiftgpa mereka buta
hukum. Mereka tidak akan bisa melaksanakan selam@nat yang ada dalam
Undang-Undang perlindungan konsumen. Karena yarpgeriiéng bagi mereka
adalah berjualan untuk mencari nafkah.

Maka dari itu, aparat kepolisian dan dinas-dinasigrentah lain yang
bekerjasama dengan pihak kepolisian harus ekstrabergkan sosialisasi dan
pengawasan kepada para produsen, agar mereka théegear bahwa kewajiban
mereka sebagai produsen harus dipenuhi.

E. Faktor Pendukung Optimalisasi Peran Polri dalam Merangani Produsen
yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Ragka
Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen

Optimalisasi peran Polri dalam menangani produsengy tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka meabeperlindungan
terhadap konsumen dapat berjalan baik dengan ad&eyserapa faktor
pendukung.

Faktor pendukung yang pertama adalah adanya kergagang diadakan
polisi dengan dinas-dinas pemerintah lain yaituebipdag, BPOM, dan Dikes
untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pakandterhadap produsen
yang menjual makanan tanpa mencantumkan tanggalueada’

Dengan mengadakan kerjasama maka pihak kepolikem labih mudah

untuk menjalankan tugasnya khususnya tugas dalamngamasi,

49 Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 17
November 2009, diolah.
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mensosialisasikan, dan menindak produsen yang tm@kcantumkan tanggal
kadaluarsa.

Selain bekerjasama dengan dinas-dinas pemerintsdk kepolisian juga
bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikarma$d apabila ada
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadald&rsa

Dengan adanya masyarakat yang ikut membantu makayga untuk
mengawasi produsen yang tidak mencantumkan tanggdhluarsa pihak
kepolisian semakin meluas. Dan mempermudah poluku mendapatkan
informasi produsen yang tidak mencantumkan tanig@dluarsa.

Jika pihak kepolisian sudah mendapatkan informasi dhasyarakat
tentang adanya produsen yang tidak mencantumkaggdbrkadaluarsa maka
polisi akan menindak lanjuti informasi tersebut. nDen mendatangi pihak
produsen dan memeriksa makanan yang tidak adaabhkgdaluarsanya serta
memeriksa produsen yang bertanggung jawab atasddraga makanan
tersebuf’

Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang let@ju dibandingkan
dengan penerimaan kepolisian yang dulu, sekaramgtapkannya standart
minimal seleksi masuk anggota kepolisian.

Syarat-syarat standart minimal masuk AKPOL adatdtagai berikut :
1. Taruna AKPOL dipilihdariS1dan S 2
2. pemeriksaan administrasi,

3. test psikologi test kesehatan dan jiwa,

¥ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 17
November 2009, diolah.
1 Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 17
November 2009, diolah.
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4. test akademis, dan
5. kesamaptaan jasmatii.

Dengan adanya persyaratan penerimaan Polri yargptséetat di atas,
maka dapat dilihat kinerja Polri akan lebih baikipada yang dulu. Polri akan
lebih mampu untuk menyelesaikan kasus dengan depéataik.

Sumber Daya Manusia polisi yang lebih baik makateglya polisi dapat
menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia dengaik untuk memberikan
sosialisasi. Seperti contohnya fasilitas mediakcdtan media elektronik yang bisa

dipakai oleh pihak kepolisian untuk membantu menma&ian tugas mereka.

2 \Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBCkResPolresta Madiun, pada tanggal 17
November 2009, diolah.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari tabel data kasus yang sudah ada, dapat diitwaya sedikit perkara
yang masuk ke pihak kepolisian. Padahal dari hssivey yang saya
lakukan, masih ada produsen makanan yang melakp&Emggaran dan
belum ditindak oleh pihak kepolisian dan Dinas-Bigang terkait.

Polresta Madiun dalam menangani produsen yang tidakcantumkan
tanggal kadaluarsa tidak berdiri sendiri, tetapiriPmelakukan kerjasama
dengan dinas-dinas pemerintah lain yaitu Dinas nEastrian dan
perdagangan (Desperindag), Dinas Kesehatan (Dikes) Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM).

Upaya polisi untuk menangani produsen yang tidakcaetumkan tanggal
kadaluarsa adalah dengan melakukan sosialisaantgiidrangan yang tidak
boleh dilakukan produsen dan inspeksi mendadakk}yighng. Berdasarkan
hasil penelitian, upaya Polri terbukti tidak optirfika hanya menggunakan
metode di atas karena masih banyak produsen makgaag tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peralni Flalam menangani
produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaludedam rangka
memeberikan perlindungan terhadap konsumen adektsgai berikut :

a. Faktor yang pertama adalah tidak adanya pengawasug&hdari pihak

kepolisian untuk mengawasi produsen yang melakkkaalahan.
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b. Jumlah reskrim yang hanya 57 orang, dianggap batemgan jumlah
anggota yang hanya 57 tersebut tidak cukup, karesiaim tidak hanya
menangani 1 kasus kriminal saja tetapi semua Kaguasal yang terjadi
dalam kota Madiun.

c. Kemudian faktor selanjutnya adalah karena inspekendadak yang
dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas-dipamerintah hanya
pada waktu-waktu tertentu.

d. Ada juga faktor tentang keuangan yang kurang umhgaksanakan
pengawasan dan sosialiasasi.

e. Sumber Daya Manusia produsen yang hanya lulusan @MPSMA.

Faktor-faktor pendukung optimalisasi peran poltadamenangani produsen

yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalamgkeaa memberikan

perlindungan terhadap konsumen yaitu :

a. Faktor pendukung yang pertama adalah adanya kergagang diadakan
polisi dengan dinas-dinas pemerintah lain yaitueDipdag, BPOM, dan
Dikes untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, @anindakan
terhadap produsen yang menjual makanan tanpa ntendean tanggal
kadaluarsa.

b. Selain bekerjasama dengan dinas-dinas pemerintak kepolisian juga
bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikanma$p apabila
ada produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadalu

c. Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang letaiju dibandingkan
dengan penerimaan kepolisian yang dulu, sekarangtagkannya

standart minimal seleksi masuk anggota kepolisian.
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Saran

1. Bagi Polisi

Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atsiem yang sudah
ada untuk menanggulagi produsen yang tidak menceain tanggal
kadaluarsa, agar upaya polri dapat lebih optimaldepannya. Selain
memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga setmya mengajak
LPKSM untuk bekerjasama dengan kepolisian dan dinass pemerintah
yang bersangkutan agar pihak kepolisian lebih mudghk mengawasi

produsen makanan yang tidak mencantumkan tangdaluaxsa.

. Bagi Produsen

Produsen seharusnya mentaati peraturan perundaiaggen tentang
perlindungan konsumen. Produsen harus mencantumtaggal
kadaluarsa dalam setiap produk makanannya, agaak titerjadi

permasalahan.

. Bagi Konsumen

Konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memitiroduk makanan
yang dijual di pasaran. Konsumen juga harus membaihak kepolisian
untuk menangani kasus produsen yang tidak menc&atuntanggal
kadaluarsa dengan cara melaporkan setiap tindakéanggaran yang

dilakukan produsen.
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